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ABSTRAK

Membawa atau menyimpan senjata tajam merupakan suatu perbuatan pidana
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 2 ayat (1) Darurat Nomor
12 tahun 1951. Membawa senjata tajam dapat membahayakan diri sendiri maupun
orang lain sehingga Saiitja gfeptraman masyarakat. Tercatat

pidana membawa,
al dengan peraturan

.12 Tahun 1951.
um, terpenuhinya
alasan pembenar,
emberartkan dan
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ABSTRACT

Carrying or keeping weapon is criminal act according to legislation in article
paragraph (1) emergency no 12 of 1951. Carrying weapon could endager your self
nor others so it is very Worrylng for the peace of society. It was noted that in 2017-
2020 district court of Jamjung Balai Karimun has degified cases related to weapons as

gdito crime carrying,
gislation, namely
on judge opinion
shin accordance with
guilty. As well as
who have decided

keeping, c(
article 2 pa



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Kata Pengantar
Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

pihak, sehingga
terima kasih serta
penghargaa ebesar-besar 2 Kepada se akoyafightelah memberikan
bantuan m Aup! L et Bands aupun ‘tiddk langsung kepada

penulis dal : Inan ¢ ing epada saya hormati:

Hukum Uniersitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu serta memudahkan
proses penulisan skripsi ini.

4. lbu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Il Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam

penulisan skripsi ini.

xi



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

5. Bapak S Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Ill Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal

kepada penulis.

6. spartemen Hukum Pidana
yang telah

erikan masukan

7. elah memberikan
an tenaganya yang

8 rimun yang telah
9 a memberikan doa,
ta pengorbanan yang

10. ) 2 tu Marinir Sofi Rahmadani
11. Anugerah Ramadhan Harahap, S.Pi selaku teman hidup yang telah

memberikan masukan serta dorongan dalam penulisan skripsi ini.
12. Tabitha Winola selaku teman kos dan selalu ada yang membantu

terlaksananya serta memberi kesan kehidupan perkuliahan saya.

xii



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

13. Riska dan Devi senantiasa di susahkan dalam pengambilan data yang akan

menjadi bahan dalam penelitian skripsi ini.

14. Teman-teman serta pihak keluarga serta semua pihak yang telah membantu

xiii



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

A. Tinjauan Umum Tindak P10a

B. Tinjauan Umum Tentang UU Senjata Tajam

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata

Xiv

10
11
17
19

21

21

33

37

40



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

A. Penerepan Hukum Terkait Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa

Atau Menyimpan Senjata Tajam Dalam Putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun

o
o
“

e
K
-
a7
"

XV

40

57

83

83
84
86
89



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perkara Di Wilayah Hukum Tanjung Balai Karimun

enjata tajam di PN. B

L T

XVi



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

masyarak s esl illi i safUYe da hukum serta

memiliki an h ; ? juga Iert pan di kehidupan

serta di tegakkan
bagi setiap ptanya keamanan,
ketentramany kgSej ' ke lrak@t dan bernegara.
eh masyarakat atau

berbagai cara dalam

hidup kepada masing

Setiap kehidupan bermasyarakat hampir dari setiap kegiatan itu telah di atur
peraturan-peraturan  hukum. Masuknya hukum ke dalam kehidupan masyarakat
seiring dengan berlangsungnya kehidupan masyarakat itu sendiri. Norma dianggap

sebagai sebagian dari hukum yang mengatur. Meningkatnya peranan yang dimainkan
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olen Negara masyarakat seiring dengan adanya peningkatan kehidupan warga
negaranya. (Satjipto, 1978)

Dalam Perkembangan zaman yang selalu bergerak secara dinamis, sehingga

hukum di angg Dek _pen juga harus melakukan

iﬂ dS| DE 1 ‘
‘qh“ ‘ “‘4““‘ ..a mampu  dalam

asyarakat pada

adanya budayé erta dengan demikian mara 0|8 @hg selalu mengitari
kehidupan mg akat. "Kejaha l; atu K 3 galam penggunaanya

t telah melukiskan

orang serta akan membahayakan serta mampu menghilangkan nyawa warga
masyarakat lainnya. Namun senjata tajam tidak hanya akan membahayakan orang
lain tetapi juga berdampak buruk bagi individu. Penggunaan senjata tajam juga sering
disalah gunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan suatu perbuatan pidana yakni

mengancam atau melakukan suatu kekerasan serta dilakukannya pengerusakan
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terhadap suatu barang milik korban. Hal ini diatur dakam pasal 335 dan 406.
(Lamintang)

Pengaturan ini dianggap sebagai upaya preventif agar mengurangi serta

mencegah maralg grbuatan pidana. Senjata

tajam igi h ‘ ‘ \?‘i‘“ .O‘ Drt nomor. 12

masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam’’. Kejahatan tersebut
sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri
masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari
hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Perubahan

sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih
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mendalam pada penyimpangan dan kejahatan. Kejahatan ini berupa perbuatan

manusia.

Salah satu kejahatan yang termuat ialah membawa senjata tajam namun

indonesia,

mencoba memye £ alpersédiaan padanya atau

hukum di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang membawa
senjata tajam maka dianggap berpotensi melakukan suatu tindak pidana dimana hal
tersebut sangat meresahkan masyarakat, Namun terdapat pengecualian dalam

membawa senjata tajam yakni jika seseorang tersebut menggunakannya untuk
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pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan yang sah dalam
kaitannya, atau nyatanya untuk barang kuno, atau barang ajaib.

Kriminalitas yang makin meningkat dari kepemilikan senjata tajam bagi

masyarakat akan perupakan kerugian besar
yang tig | ‘ ‘ ‘“““ .ea aemiliki senjata
tajam ak e nela afidtan. Kurangnya
atau hila 3 Kese i ntrar alam kehidupan
masyarakatiagé at dal : pwK€pemilikan senjata
tajam.

Arus Keja de engguna 3] erjadi di kehidupan

memutus perkara terkait dengan senjata tajam sebanyak 4 kasus terkait dengan
membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak yang telah diatur oleh Undang-
Undang Darurat. Adanya perbuatan pidana yang telah diputus oleh pengadilan di
kabupaten Karimun dianggap mampu mengusik kehidupan bermasyarakat. dengan

demikian tidak jarang dari mereka membawa atau menyimpan senjata tajam sebagai
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alat dalam pemenuhan ketentramannya. Berikut perkara yang berkaitan dengan

senjata tajam di wilayah hukum Tanjung Balai Karimun.

Putusan Pidana

Nomor Perkara Barang Bukti

dari Pengadilan
Negeri Tan perbuatan pidana
berupa senja ghkan. Senjata tajam

telah di atuf¥sgeara.resmi gfitang senjata tajam.

Dalam pasal 335 yakni “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang
lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai
kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri

maupun orang lain”  Senjata tajam itu sendiri merupakan alat yang menjadi
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pemenuhan unsur dalam pasal 335 ini. Terdakwa Riawan Harahap membawa senjata
tajam berupa pisau kemudian menyodorkan kepada korban dengan berkata “aku

bunuh kau, aku bunuh kau” Dalam mengancam, sebagian oknum akan membawa

pbarang. Dalam

yimpan senjata

N\t

Balai Karimun

ang panjang yang

AkAL

yang dikendarai

Atah memotong

emudian terdakwa

Anaang

mengancam ¢ 1 p| 3 eNMe k ‘ pjadian itu terdakwa

dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian ditemani dengan korban. Ketika dilihat
di dalam tas terdakwa membawa celurit. Hal ini merupakan suatu perbuatan pidana
sehingga terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan proses persidangan.

Berdasarkan putusan pengadilan yang peniliti dapatkan serta jadikan bahan

untuk penulisan skripsi. Dengan demikian perlunya penanganan yang lebih serius
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serta perlu ketegasan terkaitan perbuatan pidana membawa atau menyimpan senjata
tajam yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya menggunakan

senjata tajam jenis celurit, geraji besi, pisau , dan parang panjang.

paya seseorang dalam

.‘ .&® osi. Kurangnya

dap.ditin

pertanggungjawaban. pida 2 ak - alafll setiap masyarakat

dibatasi dalz oun : ggunganMsenjata tajam yang

memiliki of penggunaannya bidang pertaniaan,

kekuasaan suatu Negara ialah Hakim. Hakim tersebut memiliki tugas yakni menerima
perkara, memeriksa perkara juga mengadili serta menyelesaikan perkara pengadilan
yang telah diajukan. Hakim memiliki mempunyai wewenang untuk

menyelenggarakan suatu peradilan secara bebas serta intervensi dengan tujuan

menegakkan keadilan serta penegakan hukum secara adil sesuai dengan pancasila
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sebagai landasan ideology serta Undang-Undang Dasar Negara R.l. Menurut pasal 1
angka 8 KUHAP Menyelenggarakan suatu perkara di mulai dari menerima,

memeriksa hingga mengadili suatu perkara yang termuat di dalam pengadilan adalah

penulis tertarik a al okaji { efieliti permasalahan

tersebut : g YU erha N @ N ﬂ‘ Atau Menyimpan

2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan
putusan perkara terkait membawa atau menyimpan senjata tajam berdasarkan UU

No.12 Tentang Senjata Tajam?
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C. Tujuan dan Manfaat
Dalam penilitian ini maka akan dicapai suatu tujuan dan manfaatnya, yakni

sebagai berikut:

1. Tujuan:

G
%

—
(@)

eSS\ K )

b. Bermanfaat bagi para sarjana untuk menimba ilmu serta dapat
digunakan dalam menambah bahan kepustkaan.

2. Aspek Praktis

10
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Memberikan informasi apa yang menjadi upaya dalam melaksanakan

penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam secara aktual

maupun faktual.

(KUHP) &
diistilahka
hukum yak

Apabila

hukum dan
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2011). Tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak secara melawan
hukum maka akan termuat pertanggungjawaban pidana terkait dengan perbuatan
pidana yang telah dilakukan. Hal tersebut dapat dinyatakan hukumnya.

Istilah tindak pidana meruapakan pengertian dari tinjauan yuridis, istilah tersebut

istilah tersebut beberbeda dengan “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau

11
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verbrechen atau misdaad) jika dikaitkan secara kriminilogis maupun psikologis tidak
ada satupun pendapat yang sama yang dikemukakan para sarjana hukum. Pengertian

kejahatan dan pidana yang dikemukan oleh prakoso yang menjadi gambaran umum

Moelja DE L mertpakan & an yang dilarang

oleh suatu atuwe aranga 3 g ang berupa pidana

diancam dengan sanksi yang merupakan pertanggung jawaban pidana oleh negara
sebagai merupakan definisi dari suatu tindak kejahatan.

Abdul Syani, dengan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan ialah :

1. Faktor Intern

2. Fakor Ekstern

12
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a. Faktor Agama
1. Unsur Objektif yang memenuhi unsur objektif ialah yang dianggap unsur dari luar

si pelaku:

Perundang-Undangan akan menegakkan hukuman bagi perilaku manusia
yang telah melawan hukum (strafbaar feita).
2. Aliran Monisme ini tidak unsur mengenai individu/diri dengan unsur

perbuatan. Unsur-unsur tidak pidana maupun syarat pelaku dapat dipidana

tidak dipisahkan secara tegas oleh penganut monisme.

13
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e. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dikenakan hukum. Melawan hukum
merupakan sifat perbuatan yang telah dilakukan namun sifat tersebut

bertentangan dengan hukum, adanya kesatuan unsur delik. (Marpaung Leden,

esatuan. Terdakwa akan

Menurut G. Peter Hoefnagelas, penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan
yang sangat luas, dengan demikian upaya dalam penanggulangan kejahatan ini
dengan cara yang dilakukan sebagai berikut ;

a. Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application).

b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment).

14
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c. Kejahatan dan pemidanaan di publish melalui media dengan maksud

mempengaruhi pandangan warga masyarakat

Teori selanjutnya di menurut Baharudin Lopa berdasarkan preventif:

anggap mampu  dalam

‘ ‘ ‘W\\“ .Qé gjahatan dengan

sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan yang
memiliki fungsi yang saling terhubung secara keseluruhan serta terangkai dengan
fungsional.

3. Pengertian Senjata Tajam

15
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Termuat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni dalam pasal 15 ayat 2
Tentang Kepolisin Negara Republik Indonesia bahwa “senjata tajam ialah senjata

tajam penikam, dan senjata tajam pemukul, senjata tajam penusuk, tidak termasuk

barang — barang angga, tidak pula untuk

‘ ‘ ‘\h“‘ .’@ ceajaiban serta
tidak pu s ang 3 ) rurat nomor 12
thun 195

Warga imasy . one . tasBEntuk dari senjata
tajam itu ¢
pekerjaan
keris juga
setempat. JeniS senjata'taj ' \/8 , antaranya:

o A tajam yang fungsi

bagian permukaannya tajam. Celurit merupakan alat yang berfungsi dalam
melaksanakan pekerjaan di ladang. Namun celurit juga digunakan dalam
untuk keperluan indvidu atau kelompok sebagai alat berkelahi.

e Badik

16



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Badik ialah senjata tajam yang di miliki atau diturunkan oleh nenek moyang
daerah makasar. Badik dianggap sebagai alat untuk pertahanan dan keamanan

diri. Badik merupakan barang pusaka bagi sebagian masyarakat serta menjadi

mempunyal

ARAES

mengangk
Indonesia sé

of stoot wal

A ) 30
D
~
>
o
»
3
c
c
=

tahun.
E. Konsep O ’p
(Sugiono E ’ Sep operasional yang
/
merupakan suatt ﬁé terdapat variasi yang
akan menjadi batasa iti sehingga menjadi bahan

yakni berisikan batasan-batasan termasuk dalam judul dan dalam ruang lingkup
sebuah penelitian .

Penulis akan memberikan batasan pada setiap istilah maupun kata yang
digunakan yang berkaitan dengan topik judul penelitian agar dalam penelitian ini

tidak terdapat kesalahan dalam penafsirannya. Sehingga penulis akan memaparkan

17
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definisi atau pengertian yang berakitan dengan penelitian yang akan sampaikan,
sebagaaimana berikut ini batasannya:

Tinjauan yuridis ialah, suatu kajian terkait suatu tindak pidana dilakukan dalam

segi hukum, hal i aknya perbuatan pidana,

“‘R\\“ .Qa‘ delik, adanya

gaflly atau mengangkat
sesuatu diserte kukan s an de berpindah tempat

pan ialah menaruh

sebagai pelindung atau mengancam. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951 bahwa senjata tajam adalah alat yang tanpa hak, membuat,
menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, serta menyimpan maka seseorang

tersebut telah melakukan suatu delik.(Undang-Undang Drt. No.12)

18
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian ialah faktor utama dalam penulisan proposal. Dalam

pengkajiannya bersifat ilmiah serta menganalisa suatu objek kajian secara benar dan

optimal

1. Jenis.g

1) i adalah bz an mber data. Penulis

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

e Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah
“Ordonnantietjidelijke Bijzondere Strafbepanglingen”.

e Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009
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e Ketetapan Polri
e Putusan perkara tentang senjata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

2) Bahan Hukum Sekunder ialah sumber data yang penulis peroleh dengan cara

1. Analisis

Peng 3 (é Al % ersifat desktriptif
analitis, kermuehi@ N an- memband anta iwean dengan peraturan
Perundang-Undangan “ya I : 1 gfta berdasrkan para

ahli, Penulishy8 aenyasikan dengan ™ di_ mulai e pengumpulan  data,

laksanakan secara umum, lalu menarik kesimpulan secara khusus yamg berkaitan
dengan penelitan senjata tajam yang menjadi bahan dasar dalam penelitian ini.
Pendekatan dalam pengambilan kesimpulan secara umum kemudian ditarik secara

khusus merupakan sifat dari metode deduktif

20
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A. Tinjuan Ug

BAB 11
TINJUAN UMUM

tadak pidana
perintah-perintah
lilakukan maka
eggebut menentukan

enjalankan suatu

aturan hukum namun apabifa®§esedrang melakukan hal tersebut maka akan
mendapatkan sanksi atas perbuatannya yang telah melanggar larangan-
larangan tersebut (Soerodibotro, 2009)

Dalam bahasa latin istilah tindak pidana delicta yaitu delik, namun

tindak pidana juga dikenal di dalam bahasa inggris yakni delict. Namun dalam
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istilah Indonesia sendiri dikenal dengan istilah “Tindak Pidana”. (Hamzah,
2009)

Belanda memakai istilah starfbaar feit dalam penggunan tindak

platan pidana. Istilah feit

Nl ] SNSCE N N 'fa

dilakukan diikuti alam sadarnya yakni disengaja ataupun kelalaian oomission
dalam halnya melanggar hukum pidana maupun putusan Hakim yang telah
perbuat oleh seseorang yang dalam halnya bukan lah hal yang dibenarkan
bukan pula dianggap sebagai pembelaan maka perbuatan itu dianggap sebagai

kejahatan yang akan dikenakan sanksi oleh Negara.
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Menurutnya, perbuatan telah dilakukan secara sengaja merupakan
suatu kejahatan. Seorang tidak bisa dikenakan hukuman melainkan hanya

karena pemerikannya, namun harus disertai dengan suatu perbuatan pidana.

akukan suatu pembelaan

‘ “!‘““ .&W‘ puatan tersebut

angguan kejiwaan,

yakni: usia, jenis

endidikan.

b) Faktor agama, kurangannya pemahaman terkait agama.
¢) Faktor bacaan, buku bacaan tidak memberikan kebaikan.
d) Faktor film, film yang salah merupakan pemicu seseorang

melakukan suatu perbuatan pidana (Syani, 2014)
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2. Unsur Tindak Pidana
Menurut Lamintang berdasrkan KUHP perbuatan pidana itu terbagi

melalui dua unsur, yakni Subjektif dan Obejktif (Lamintang, 1990)

pelaku merasakan

ehormatan pelaku

yang melakukan~hal tersebut di pisahkan. Pompe merupakan
salah satu para ahli yang menganut aliran ini. Rumusan pompe
tersebut  ialah  peraturan  Perundang-Undangan  akan
menegakkan hukuman bagi perilaku manusia yang telah

melawan hukum (strafbaar feita).
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2. Aliran Monisme ini, unsur mengenai individu/diri dengan
unsur perbuatan. Unsur-unsur tidak pidana maupun syarat

pelaku dapat dipidana tidak dipisahkan secara tegas oleh

adanya kesatuan

a akan bebas dari

. Teori Tentang Penanggulangan Pidana

Dalam penggunaan teori penanggulangan pidana terdapat teori
theological theory dan teori gabungan yang memiliki cara pandangan
integratif tetapi dalam pemidanaan ini memiliki tujuan plural, yakni dalam

tujuan  pemidanaan  haruslah  memiliki  kemanfaatan  dalam
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pelakasanaannya. Yakni yang menyatakan bahwa penerapan keadalian
harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang terkait.

Dalam penanggulangan pidana memiliki beberpa teori yang terkait

“Kategorische

lan yakni ketika

terpidana, sehingga menjadi baik dan berguna.

3. menyeselaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh pelaku,
memulihkan keseimbangan, memberikan rasa aman kepada
masyarakat.

4. Meminimalisir rasa bersalah yang dialami terpidana.

26
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(2) pada umumnya perbuatan pidana ialah perbuatan yang telah dilakukan
dengan sengaja, namun Undang-Undang juga memberikan

pengecualiaan terkait hal tersebut. Yakni, perbuatan yang dilakukan

autl

5 5 RIS E

ntut umum dalam
yakinkan menurut
an asas minimum

lat bukti yang sah)

>
=
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x
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=
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hukum pidana seb@ pjelaskan dalam pasal 10 bagian buku I,
yaitu:
a) Hukuman pokok (hoofd straffen) yakni:

e Pidana mati

¢ Pidana penjara

e Pidana kurungan
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¢ Pidana denda
b) Hukuman tambahan

e Mencabut hak beberapa dari terdakwa

e,Adanya perampasan barang-

gsia  (indonesia,
peradilan yang
puan intelektual

Jayfang harus dimiliki,

lembaga-lembaga peméffitahan lainnya. (Uir, 2020)
Dalam pengambilan keputusan harus didasari oleh keadilan,
kebijaksanaan, profesionolisme serta dalam halnya memiliki tujuan

secara objektif. Terkait kekuasaan kehakiman yang ditur dalam Pasal 5

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Hakim dalam memutus suatu
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perkara haruslah berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga sebelum

memutus perkara Hakim harus mencari tahu lebih dalam nilai-nilai

hukum serta mengedepankan rasa keadilan yang dimiliki oleh

HIR/189 RBG, setelah hakim melakukan proses pemeriksaan perkara,
maka majelis hakim akan bermusyawarh untuk mengambil putusan
sebagai produk yang di miliki hakim. Apabila jawaban dari tergugat
telah dilalui, adanya replik dari penggugat, duplik dari tergugat,

pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, sehingga
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pemeriksaan dianggap telah selesai. Dalam Pasal 178 HIR/189 RBG
dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

membahas asas-asas yang memiliki kecacatan putusan hakim, yaitu:

yakni pasal-pasal
ukum kebiasaan,

UU No. 48 Tahun

menggali lebih dalam nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam
suatu masyarakat serta mengetahui rasa keadilan yang tumbuh di

dalam suatu masyarakat.
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Jika yang telah dikemukakan oleh pasal diatas, tidak dilakukan
pertimbangan yang cukup jelas sesuai dengan kewajiban hakim

sebelum mengambil putusan maka putusan tersebut dapat

pada tahap kasasi dan

SOt 'o,

4. Diucapkan di muka
Dalam asas fair trial persidangan dan putusan harus diucapkan
dengan terbuka untuk umum. Proses ini harus secara jujur dalam

pemeriksaan secara langsung dimuka umum hingga proses
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pemutusan perkara. Namun adanya pengecualian yakni perkara

asusila.

Tugas dari seorang hakim ialah:

‘ o ‘ gparkan bahwa peristiwa
“‘ “\\\‘ .e$ gerkara.  Harus
perkara, tidak

. Hakim dalam

3. Argumentasi um Kebiasaan atau Adat,Ushul Figh, Figh
dan kaidah ushul figh dan lain-lain)

4. Argumentasi Moral.

5. Argumentasi Sosiologis (argumentasi Nomor 4 dan Nomor 5

ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan).

32



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

6. Argumentasi Penafsiran atau Interprestasi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Senjata Tajam

Menyimpan atau membawa senjata tajam tanpa izin dan hak di

Indonesia di ditinjau dalam Undang g Darurat Nomor 12 Tahun

darang siapa yang

erima, mencoba

ahun 1951 serta Undang-undang
yang berkaitan dengannya. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan
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padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan,  mempergunakan, atau mengeluarkan dari

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata

0Q aukum dengan hukuman

an “ i epk Of 'ﬁ
%t‘ “!%Q\“ .,?

a gertian senjata
am  Pasal ini,
a  dimasukkan
untuk pekerjaan-
elakukan dengan
an sebagai barang

ardigheid).

fahun 1951 memiliki

) i mengangkut, menyembunyikan,menerima,

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of

stoot wapen)
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5. Undang — Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah
“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepanglingen” (Stbl. 1948 Nomor 17)

dan Undang — Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948

1. Prosedur Perizi

D3/x/1080 yakni

emperoleh surat

‘oﬂi‘

Pas foto mengQ® a dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 5

lembar kemudian 3x4 cm sebanyak 6 lembar
Perbuatan pidana senjata memiliki kaitan yang erat terkait dengan pasal
lainnya. Namun yang memiliki kaitan yang sangat erat ialah pasal 335 dan pasal

406. Senjata tajam dijadikan sebagai alat untuk mengancam. Senjata tajam
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memiliki fungsi untuk mengoyak, menusuk, serta membunuh. Sehingga senjata
tajam ditakuti karena akan mencelakakan seseorang.

Dalam hakim memutuskan suatu perkara pidana maka hakim akan

dakwaan yang dikirim

‘ ‘ ‘m ““ .Q z ifat alternative

maupun orang lain.
Pidana tambahahan yang memiliki kaitan dengan adanya senjata tajam

ialah dengan adanya pengrusakan barang yang diatur dalam pasal 406 kuhp.

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang
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sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

senajata tajam yang tanpa ada hak khusus serta izin maka penjara merupakan
efek jera yang dianggap dapat menanggulangi maraknya penyebaran senjata
tajam. Dalam hal ini kepemilikan senjata tajam yang digunakan oleh petani

tidak terkena sanksi selama tidak ada dukungan tindakan pidana lain seperti,
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penyerangan, pembunuhan dan lain sebagainya yang perbuatan melawan
hukum.

Benda yang dalam penggunannya untuk melukai, membunuh, atau

ajam. Dalam fungsi dari

S Rl

Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga
disebutkan pengertian senjata tajam: (Undang-Undang Darurat Nomor 12
Tahun 1951)

“senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam,

senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang
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nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah
tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata

untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana
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BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Terkait Tindak Pidapaikanpa Hak Membawa Atau

(Hendra Soetarna, 2011

Hal ini sesuai dengan perlunya pertimbangan yuridis dalam
pembuktian tindak pidana, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-
fakta hakim yuridis yang terkuak dalam persidangan dan oleh Undang-

Undang yang telah ditetapkan menjadi hal yang harus dimuat di dalam
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putusan contohnya Dakwaan dari jaksa umum penuntut. Bukti, keterangan

saksi, barang-barang, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, serta

pertimbangan non-yuridis yang terdapat dari latar belakang, akibat perbuatan,

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari
Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira ja 10.20 wib saksi KORA BALA
YADAVA KUMAR memberitahukan kepada terdakwa untuk
menemui saksi SIAK KHENG TAN Alias S.K TAN, kemudian

sekitar jam 10.30 wib terdakwa bersama dengan saksi KORA
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BALA YADAVA KUMAR masuk kedalam ruangan saksi SIAK
KHENG TAN Alias S.K TAN, kemudian saksi SIAK KHENG

TAN Alias S.K TAN mengatakan “Mengapa kamu tidak

inggal lebih kurang 105

““‘ .ea bu kalau pakai

gini”, setelah itu

G TAN Alias S K

saksi SANDRA dan saksi APRIAL YURI melarang terdakwa
untuk keluar dari areal Perusahaan karena terdakwa tidak ada
memiliki surat keluar (FORM), dan tidak berapa lama saksi
APRIAL YURI membukakan pintu Gate depan, kemudian

terdakwa pun keluar dari areal Perusahaan sekira pukul 10.40 Wib
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berjalan kaki hingga di simpang PT. KIC Teluk Paku, kemudian
terdakwa dijemput oleh saksi ANGGELA, dan sekira pukul 11.40

Wib sampai dirumah, terdakwa memasuki rumah dan langsung

angsung pergi

rdakwa sampai di

terdakwa

KHENG TAN Alias S K TAN dan masih memegang parang
panjang sambil marah - marah, kemudian datang saksi SANDRA
dan saksi TRISNO SUSILO menghampiri terdakwa kemudian
terdakwa mengatakan “Saya akan bunuh SIAK KHENG TAN

Alias S.K TAN”, kemudian saksi TRISNO SUSILO meminta
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parang panjang yang terdakwa pegang, namun terdakwa tidak
memberikan parang itu, dan tidak berapa lama kemudian datang

dua orang saksi yaitu saksi SURYA DHARMA dan saksi

. i ARMA meminta parang
S Unannent '@g )
%
&

ﬁ membunuh dia,

RRO bersama saksi
saksi WEE YING

kemudian terdakwa

kanan sedangkan tangan Kiri terdakwa dipegang dan ditarik namun
terdakwa tetap memaksa sehingga tangan kiri terdakwa terlepas
dan parang panjang gagang warna biru merk YJ tersebut mengenai

kaca depan bagian kanan tepatnya dibagian setir / kemudi mobil

merk Toyota Innova warna silver metalik nomor polisi BP 1028
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KC dan kemudian terdakwa diamankan ke dalam Gate Security

PT. Karimun Sembawang Shipyard dan selanjutnya dibawa ke

Polsek Meral

ada hari Jumat
'Ef wib atau pada
el .
hun 2015 atau masih dalam
b2t 04 Desa Pangke
atau pada suatu
ukum Pengadilan
lakukan perbuatan,
mbuat, menerima,
atau  mencoba
punyai persediaan
menyimpan,
mempergunakan atau
penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut:
- Pada hari Jumat tanggal14 September 2018 sekitar pukul14.30

wib terdakwa datang ke sebuah tanah kosong yang terletak di

Pangke Barat Rt. 02 Rw 04 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral
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Kabupaten Karimun, dimana didepan tanah kosong tersebut
terdapat papan plang tanah, kemudian terdakwa langsung

memotong papan plang tanah tersbut dengan menggunakan gergaji

b ‘ atang saksi Lie Chen dan
‘.t\‘ .Q' ancam dengan
an borgol dari

itu terdakwa

ﬁ a saksi Lie Chen

4

“y ) dibelakang saksi

2, B
‘ : gsung melakukan
 d

dibawa terdakwa dan

Bahwa terdakwa dalam keseharian bekerja sebagai penggarap
lahan milik Lie Chen dan 1 (satu) buah pisau belati warna kuning
yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah gergaji besi warna biru

toska merk elipse, 1 (satu) buah borgol, 1 (satu) buah pisau dengan
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gagang berbentuk gagang pistol, 1 (satu) buah sarung senjata api

warna hitam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

3. Riawan Harahap Als Ucok Bin Maranaek Harahap

AP Als. UCOK BIN

al 17 Mei 2019

da suatu waktu
Perumahan Bati
g Kab. Karimun
allg masih termasuk
ng Balai Karimun

perkaranya, telah

penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sama seperti diatas ketika
saksi korban HANIPAH Als. MAK MIRNA Binti TAHNA

DURMAN vyang hendak pergi membeli keperluan dapur berjalan
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kaki melewati didepan rumah terdakwa tiba-tiba saksi korban

mendengar terdakwa mengatakan ”ITU DIA” dan saksi korban

mengatakan “ADA APA BANG”, kemudian terdakwa mengatakan

leher saksi korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan
“MATI KAU, MATI KAU”, dan selanjutnya saksi SYAIPUL
BAHRI Als. HASIBUAN Bin SYAMSUDDIN menepis tangan
terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ALI Als. ALI Bin MAHMUD

menarik badan terdakwa untuk pergi ;

48



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

- Bahwa sebelumnya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei
2019 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi korban datang kerumah

terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa menuduh anak

b korban, dan terhadap

ol 5 1 ‘
’.1“ .ee glak senang dan

t, saksi korban

g telah diperbuat

MARANAEK HARAHAP sebagaimana telah diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang — Undang Darurat Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

4. Doni Konaka Tahun 2020
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Bahwa ia Terdakwa DONI KONAKA BIN BAMBANG
HERMANTO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul

11. 00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei

menyerahkan atau
aWa, mempunyai
knya, menyimpan,
ergunakan atau

a pemukul, senjata

IWAN CANDRA mendatangi ke Polsek Kundur untuk membuat
laporan terkait adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh
Terdakwa DONI KONAKA BIN BAMBANG HERMANTO yang
selanjutnya terhadap laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti

oleh anggota Kepolisian Polsek Kundur vyaitu Saksi ADE
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WILLEM dan rekannya yaitu Saksi ALFAJRI dengan mengajak
saksi AYU MAHMUDAH BINTI AMIRUDDIN dan Saksi IWAN

CANDRA berangkat untuk mendatangi rumah Terdakwa DONI

O, selanjutnya sekira

‘u“‘ .QG . Beringin Kel.

i ADE WILLEM
buah tas sandang

a dan menemukan 1

a DONI KONAKA BIN BAMBANG
HERMANTO mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag,
steek of stoot wapen) yang disimpan dalam tas sandang merk

EIGER warna coklat tidak ada memiliki izin serta tidak ada
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memiliki hubungan dengan pekerjaan, akan tetapi maksud dan
tujuan Terdakwa membawa atau menyimpan 1 (satu) bilah senjata

tajam jenis celurit yang terbuat dari besi yang beruluhkan kayu

b_dari orang jahat atau

| Q'
‘!‘ .’J‘ afau mengusik
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Tahun | Barang Amar Putusan
Bukti
2017 | Pedang 1. Menyatakan Terdakwa SUWITO telah terbukti

v
’
fog

“\\‘\\\

-~

2019

Gergaji
Besi,

Pisau

melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan
hukum membawa senjata penikam atau penusuk”

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
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Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada

Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara

membayar biaya

A ribu rupiah)

alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN)

BULAN ;
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3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;

dak pidana Tanpa
Atau Penusuk”

Tunggal Penuntut

pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat
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membahayakan jiwa manusre

‘ ‘ "““ .0@‘ upiah);

dari besi yang berhulukan kayu berlubang;

1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

tuk membayar biaya

Brta dapat meresahkan masyarakat.
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B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mejatuhkan Putusan Perkara

Terkait Membawa Atau Menimpan Senjata Tajam Berdasarkan UU

No.12 Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam (Studi Kasus Pengadilan

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Suatu perkara di persidangan, fakta hukum secara yuridis akan di
dapatkan. Hal-hal apa saja yang harus di muat di dalam suatu putusan telah di
atur di dalam Undang-Undang. Hal inilah merupakan pertimbangan yuridis

yang akan digunakan hakim dalam memutus perkara, yang digunakan Hakim.
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Sebelum hakim mengambil suatu putusan pertimbangan yuridis merupakan

hal pokok yang harus dilakukan oleh Hakim. Yakni:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

pemeriksaan

di muka

akwaan

n terdakwa harus

telah melaksanakan sumpah yang dimbimbing oleh Hakim.
Dengan danya keterangan saksi dianggap sebagai penilaan
saksi yang bersifat konkret bagi Hakim untuk memberikan
putusan.

c) Barang Bukti
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Barang bukti yang maksud ialah bukti yang sudah di

limpahkan ke Penuntut Umum ke muka pengadilan.

Alat bukti berupa:

telah dipersiapkan

akan terdakwa.

UHAP mengatur terkait dengan keterangan
terdakwa. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa serta yang
disampaikan terdakwa saat di persidangan merupakan
keterangan yang dimaksud oleh KUHAP. Namun keterangan

seorang terdakwa bisa disampaikan tidak hanya secara
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langsung dipersidangan tetapi dapat dibacakan dalam

persidangan. Namun hal tersebut tetap berdasarkan

persyaratan, keterangan tersebut dilakukan berdasarkan niat

i dalam peraturan
ahwa seseorang

n pidana. Hakim

Landasan teori pertimbangan hakim jika diaplikasikan terkait hasil
penelitian penulis perkara menyimpan atau membawa senjata tajam studi
kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Maka analisis yang penulis

dapatkan mengenai pertimbangan yang digunakan majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tanjung Balai Karimun dalam jenjang waktu tahun 2017-2020, yaitu:
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1. Berdasarkan surat perintan Penuntut Umum mengajukan
tuntutannya serta dibacakan dalam persidangan. Para terdakwa

diberikan kebebasan dalam memilih atau membawa penasehat

uhi alat bukti yang

merupakan pokok

4) Petunjuk
5) Keterangan terdakwa

Putusan pidana yang telah dilakukan di Pengadilan Tanjung Balai Karimun
berdasarkan data para Majelis Hakim telah memeriksa secara teliti alat-alat bukti

dalam proses persidangan di muka pengadilan. yakni berupa: keterangan saksi dari
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masing masing perkara, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun pada saksi ahli
tidak didatangkan untuk proses persidangan.

Keterangan Saksi

Keteranga# i dalam beracara pidana.

““‘l‘ ‘ .0“ iy tetapkan oleh

kesaksiannya ialah
engar dengan jelas
Ut tercantum di dalam

melalui orang lain
3) anya da pggap cukup sebagai alat bukti.
sah dimuka persidangan. Sehingga dibutuhkan saksi lain untuk mengungkap
kesalahan dari terdakwa. Sehingga Penuntut Umum membawa saksi lainnya.

Hakim dengan seksama mendengarkan serta mempertimbangkan keterkaitan yang

di ceritakan oleh saksi satu dan saksi dua untuk ditarik kesimpulan dari penilaian
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hakim. Namun saksi tidak memiliki ikatan atau hubungan terhadap terdakwa.
(Harahap, p. 2012)

Asas unus testis nullus testis merupakan proses pembuktian yakni satu saksi

tidak dianggap sek sj yang di hadirkan pada

‘ ‘!‘\\“ .’G‘ arimun  terkait

keterangan

&
:’
Namun kete T sch ‘y u kebenaran harus
diiringi de persidangan oleh

Penuntut U dakwaan alternatif

¢
Menimbang, unsur ¥ . arangsiapa” ialah merujuk kepada
seseorang atau manusia serta” Individu maupun badan hukum (naturlijk
person) yakni sebagai subjek pidana yang harus mempertanggungjawabkan
perbuatanya. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro) mengatakan bahwa yang

menjadi subjek hukum berdasarkan KUHP ialah manusia atau individu serta

badan hukum. Subjek hukum pula telah cakap hukum.
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b. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan
sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Berdasarkan unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai,

am atau senjata penusuk

‘ ‘ Q!M\“ .’& buatan pidana.

kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa baik alas an alas an pemaaf (
Pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kealahannya,
maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuataanya.

Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan mampu
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bertanggungjawab, maka Terdakwa harslah dinyatakan telah terbukti secara

sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebgaimana didakwakan oleh

Penuntut Umum.

Pertimban akir srkara a8l Membawa atau

Menyimp cnjata taja egéri Tanjung Balai

Sebelum Hakim memutus suafu perkara, Maka alat bukti yang merupakan
pertimbangan hakim harus diajukan ke persidangan kemudian dibuktikan kebenaran
terkait dengan alat bukti apakah digunakan dalam perbuatan yang dilakukan

terdakwa. Terdakwa dapat dihuukum, pertimbangan hakim dalam alat bukti antara

lain sebagai berikut:
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Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

1) Suwito (2017)

PERTAMA

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan
melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai
atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, Perbuatan terdakwa SUWITO tersebut diatur dan diancam pidana

dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.
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KETIGA
Bahwa ia terdakwa SUWITO pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017

bertempat di Depan Gate Security PT. Karimun Sembawang Shipyar d, Teluk

arat, Kabupaten Karimun

“‘\““ .Q‘ Karimun yang

S

Karimun yang beR s ga»dan mengadili perkaranya, telah

melakukan perbuatan "tanpa hak memasukkan k e Indonesia, membuat,
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,
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senjata penikam, atau senjata penusuk Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang

Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

KEDUA

Als. UCOK BIN
‘ B19 sekira pukul
adila gﬂ Balai Karimun
}??‘6 ~ elah melakukan
paya melakukan,

ai kekerasan, atau

g sendiri maupun

mengadili telah melakukan
ndonesia, membuat, menerima,
mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,
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senjata penikam, atau senjata penusuk Pasal 2 Ayat (1)UU Darurat No. 12

Tahun 1951

KEDUA

ermasuk dalam

ke Indonesia, membuat,
menerima, mencoba Fmemperolehn menyerah kan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, stee k of stoot wapen)" Pasal 2

ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12/DRT/1951
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Penuntut umum membuat surat dakwaan bahwa perbuatan para
Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Darurat No.12/DRT/1951. Untuk membuktikan dakwaan Penuntut

p terdakwa dengan fakta-

Sl LS bl TN

dang Darurat

QRRR Y

‘\\‘-1\\\ L))

-t
z
o
@D
=3
c
‘Q_JF
D
>
=}
S
D
-
D

ang mengatur, yang apabila ia
memenuhi semua unsur dari tindakan yang di perbuat dalam
Pasal 2 Ayat (1) , maka ia dapat dikatakan atau dader dari
tindak pidana tersebut. Dalam unsur ini bahwa Terdakwa yang
telah melakukan perbuatan membawa, menyimpan senjata

tajam lah yang menjadi unsur “Barang Siapa”.
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(2) Usur Tanpa Hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata

penikam, atau senjata penusuk.

pukul, senjata penikam,

. h‘l“‘ .Qé dalamnya, yang

pekerjaan Terdakwa. Melainkan hanya untuk melindungi diri.
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

pertimbangan tersebut unsur Tanpa Hak menguasai, membawa,

mempunyai, dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata tajam

penikam atau senjata penusuk, telah terpenuhi oleh perbutan
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Terdakwa dengan kualifikasi unsur, Tanpa hak membawa
senjata tajam penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 ayat

12 Tahun 1951 telah

persidangan.
2. Satu saksi ketika memberikan keterangan tidak dianggap sebagai alat
bukti yang dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa merupakan perbuatan yang salah.
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3. Saksi yang memiliki keterangan secara sendiri sendiri tentang suatu

peristiva namun memiliki kesinambungan serta adanya keterkaitan

hubungan dengan perbuataan Terdakwa, sehingga kejadian serta

pemeriksaan kesaksian yang sangat singkron tidak memiliki perbedaan dalam
menguraikan kesaksian-kesaksiannya di persidangan mengenai membawa
atau menyimpan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Pasal 2

ayat (1) No. 12 Tahun 1951. Pembuktian alat bukti yang dilakukan
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pemeriksaan saksi Hakim mendengarkan keterangan para saksi satu persatu
dan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara.

3. Keterangan Terdakwa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim

untuk memberikan

4. Penjatuhan Putusan O

Setelah alat bukti telah Selesai dilakukan pemeriksaan yang merupkan
dasar dalam pertimbangan, maka Majelis Hakim akan melakukan putusan
perkara, Hakim memiliki kesimpulan-kesimpulan yang terjadi di dalam
persidangan dengan melihat suatu fakta-fakta hukum. Kesimpulan yang

dimiliki hakim yang terungkap di persidangan dari fakta-fakta hukum di
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persidangan itu berasal bukti petunjuk ditemukan oleh hakim dan dapat
dijadikan sebagai alat bukti.

Alat bukti yang dimiliki Hakim yang dianggap sebagai petunjuk di

. Sehingga Majelis

memtutus perkara

Tahun

kti

2017 | Ped e Menyatakan Terdakwa SUWITO telah terbukti secara

ang sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Pan “Pengrusakan Barang”
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jang

2019

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

SUWITO dengan Pidana Penjara selama 4 (empat)

Bulan

dan masa penahanan

oy
!Q@

luruhnya dari

WA

erdakwa sebesar

st S LGN

tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua)
bulan dan 7 (tujuh) hari
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
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yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
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2020

Cel e Menyatakan Terdakwa Doni Konaka Bin Bambang
urit Hermanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak

” sebagaimana

a itu dengan

ahanan yang telah

nya dari pidana

e Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tabel 3. Putusan Perkara
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Aspek penting dalam proses keadilan terletak di Majelis Hakim atau
Putusan Pengadilan. Keputusan Hakim dianggap penting karena dapat

memutus kepastian hukum terkait dengan statusnya. Alat bukti yang di

p dengan pertimbangan

‘ ‘ !\““ .06 pleh terdakwa

Kemudian Hakim menyamakah apakah unsur-unsur yang ditentukan pasal
tersebut bahwa terkait unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 12
Tahun 1951 telah terpenuhi “barang siapa” yang merupakan subjek hukum
dalam melakukan tindak pidana yakni Terdakwa, serta unsur ke2 “Tanpa Hak

menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu
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senjata penikam atau senjata penusuk” Para terdakwa berdasarkan alat
buktinya secara sah telah membawa atau menyimpan senjata tajam yang

semata-mata telah dilarang untuk dilakukan karena akan terkena sanksi

aksi serta adanya barang

“\!R‘i“ .'a masing masing

memiliki multitafsir

Multitasfir dalam

Hal ini membuat UU darurat No. 12 Tahun 1951 kabur atau memiliki
kekosongan hukum. Akan tetapi dalam peraturan dapat dipertahankan
Pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan senjata tajam, yang

mencakup penanggulangan dan pencegahan. Dalam KUHPidana Nasional

yang akan datang, senjata tajam perlu diatur secara komprehensif. Dalam
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ketentuan umum perlu dimasukkan pengertian senjata tajam, sedangkan dalam

pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang

sekarang terdapat dalam UU No. 12/Drt/1951. Ini merupakan kekuatan dari

menjadi alat untuk melukai orang lain. Undang-Undang ini dimaksudkan
untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan.
UU No. 12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah
tersebut. Undang-Undang ini hanya memberikan penekanan dengan

menggunakan kata-kata “Nyatanyata” mempunyai tujuan sebagai barang
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pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Yang termasuk ke dalam

pengertian Pasal 2 ayat (1).
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

ajelis hakim dalam ranah
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2

2.

Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut
Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. Undang-Undang No. 12
Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur
mengenai membawa atau menyimpan senjata tajam. Dalam aturan tersebut

masyarakat di atur hak dan kewajibannya dalam kepemilikan senjata tajam
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di wilayah hukum Indonesia. Dalam Undang-undang juga di jelaskan
jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat

merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat

Mdeflgon  adanya hal-hal yang

Saran
1. Penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai dengan
mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku. Lembaga peradilan
dalam melakukan tugasnya sangatlah sigap dalam menanganinya. Namun

jika dipandang dari sudut Undang-Undang yang berlaku terkait
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penggunaan senjata tajam yakni UU drt nomor 12 tahun 1951 yang

termuat di dalam lemabaran Negara terkhusus pasal 2 bahwa pemerintah

menganggap masyarakat mengetahui atau paham terkait Undang Undang
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